KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KOTA MAKASSAR by SAMUDRI, AYUDINI
SKRIPSI 
KUALITAS PELAYANAN E-KTP DI DINAS 










PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA 
DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI 






    UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK 
  DEPARTEMEN ILMU ADMINISTRASI 
  PROGRAM STUDI ILMU ADIMNISTRASI NEGARA 
 
ABSTRAK 
Ayudini Samudri (E211 13 507), Kualitas Pelayanan EKTP di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, xiii + 89 Halaman + 21 Tabel 
+ 2 Gambar + 27 Pustaka ( 1997-2016) + 5 Lampiran + Dibimbing Oleh Dr. Badu 
Ahmad, M.Si dan Drs. Nelman Edy, M.Si  
Melayani masyarakat merupakan tugas utama pemerintah, salah satu pelayanan 
pemerintah yaitu pembuatan E-KTP dalam rangka mewujudkan tertib administrasi 
kependudukan serta keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara 
nasional, pemerintah bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan 
yang akurat dan terkini. Dalam hal ini peneliti memilih untuk meneliti Kualitas 
Pelayanan Pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar. Penelitian ini dilatar belakangi oleh masih ditemukannya beberapa 
masalah dalam proses pembuatan E-KTP seperti waktu pengurusan yang lama, 
rendahnya sikap kedisiplinan pegawai, serta sarana dan prasarana kurang 
memadai. 
Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui 
bagaimana kualitas pelayanan pembuatan E-KTP di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
kuantitatif dengan menggunakan tabel frekuensi dan skala likert. Pengumpulan data 
dilakukan dengan pembagian kuesioner kepada 97 responden dan observasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Kualitas Pelayanan E-KTP di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dengan menggunakan teori 
yang dikemukakan Payne yakni Sumber Daya Manusia, Proses Pelayanan, Sarana 
dan Prasarana sudah berkualitas namun belum maksimal.  




SOCIAL AND POLITICAL SCIENCE 
DEPARTEMENT OF ADMINISTRATION SCIENCE 
STUDY PROGRAM OF PUBLIC ADMINISTRATION SCIENCE 
ABSTRACT 
Ayudini Samudri (E211 13 507),Quality Service in the making of Electronic 
Cards ID in the Department of Population and Civil Registration Makassar, xiii 
+ 89 + 21 Tables + 2 Pictures + 24 Libraries ( 1997-2016) + Appendix. 
Supervised by Dr. Badu Ahmad, M.Si and Drs. Nelman Edy, M.Si 
 
Serving the society is an obligation for the government, and one of the main task is 
to provide an Electronic Cards ID (E-KTP). This service is not only to provide a good 
governance (public administration), but also to create sustainability of the provision 
of national demographic data. In addition, government is also responsible for 
providing actual and accurate data in terms of serving society. Related to this case, 
the writer/ researcher chose to assess Quality Service in the making of Electronic 
Cards ID which takes place in Department of Population and Civil Registration 
Makassar. This observation based on the fact that there are still many issues in the 
process of Electronic Card ID. For instance, one of the issue is about how slow the 
process time (time management), lack of discipline of employees, and lack of 
facilities that government has.  
The main objective of this observation is to measure the quality of the process in the 
making of Electronics Card ID in the Department of Population and civil registration 
Makassar. Method that is used in this observation is quantity method by using 
frequency table and Likert Scale, and the writer used questionnaire to 97 
respondents to collect data related to the observation. 
By using theory that is proposed by Payne regarding to Human Resources, Service 
process, and Facilities, the result shows that in general, the quality service of 
Electronic Cards ID (E-KTP) in Department of population and Civil Registration 
Makassar is better, but not yet reached the maximum level. 
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I.1 Latar Belakang Masalah  
 Pelayanan publik merupakan suatu usaha yang dilakukan kelompok atau 
seseorang birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka 
mencapai suatu tujuan tertentu. Hal pokok yang menjadi perhatian adalah bahwa 
suatu pelayanan itu terdiri dari penyelenggaraan dan penerimaan layanan 
(Customer). Makin luasnya lingkup pelayanan dan jasa-jasa publik yang dikelola 
pemerintahan meliputi segenap aspek kehidupan masyarakat , hendaknya diikuti 
oleh kualitas pelayanan yang baik. 
Kualitas pelayanan merupakan kunci utama bagi seluruh instansi dalam 
mencapai tujuan organisasi serta menjamin kelangsungan hidup organisasi tersebut. 
Pelayanan publik perlu memperhatikan kebutuhan pelanggan. Kebutuhan pelanggan 
dapat terpenuhi jika pelayanan publik dapat memberikan pelayanan dengan 
memenuhi indikator pelayanan yang baik. 
Pelayanan publik yang diharapkan adalah sesuai dengan pedoman 
penyelenggaraan pelayanan publik yang berdasarkan Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara No: 63/KEP/M.PAN/7/2003, tentang pedoman 
umum penyelenggaraan pelayanan publik seperti prosedur pelayanan, persyaratan 
pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, kecepatan pelayanan, keadilan 
mendapatkan pelayanan, kepastian biaya pelayanan, dan kepastian jadwal 
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pelayanan maka pemerintah memiiki konsekuensi untuk meningkatkan pelayanan 
dalam sektor pelayanan publik. 
Kualitas pelayanan publik selalu mengedapankan kepentingan masyarakat 
sebagai pelanggan, namun selama ini masyarakat mengkonotasikan pelayanan 
yang diberikan oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang baik 
dan tidak berkualitas.Pada kenyataanya penyelenggaraan pelayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintah masih dihadapkan pada pelayanan yang belum efektif 
dan efisien serta kualitas sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat 
dari masih banyaknya pengaduan dari masyarakat baik secara langsung maupun 
tidak langsung, seperti melalui media massa yang menuntut peningkatan kualitas 
pelayanan publik. 
Peningkatan kualitas pelayanan publik adalah salah satu isu yang sangat  
penting. Hal ini terjadi karena disatu sisi tuntutan masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan semakin besar sementara praktek penyelenggara pelayanan tidak 
mengalami perubahan yang berarti. Masyarakat setiap waktu menuntut pelayanan 
publik yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan 
harapan karena pelayanan publik yang terjadi selama ini masih berbelit-belit, lambat, 
mahal, dan melelahkan. 
Pemerintah sebagai penyedia layanan publik yang dibutuhkan oleh 
masyarakat harus bertanggung jawab dan terus berupaya untuk memberikan 
pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan publik. Disisi lain kepuasan 
masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan pelayanan publik yang diberikan 
oleh penyedia layanan publik, oleh sebab itu pelayanan publik harus difokuskan 
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pada pemenuhan kebutuhan masyarakat secara maksimal baik dari segi kualitas 
maupun kuantitasnya. 
Untuk bisa menilai kualitas pelayanan publik, diperlukan suatu pemahaman 
yang bisa membantu memahami bagaimana seharusnya lembaga pelayanan publik 
ini bekerja sehingga bisa menghasilkan output yang berkualitas yang sesuai dengan 
tingkat kepuasan masyarakat.Pelayanan pembuatan KTP merupakan salah satu 
contoh bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur pemerintah. 
 Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan serta 
keberlangsungan penyediaan data kependudukan secara nasional, pemerintah 
bertanggungjawab dalam menyediakan data kependudukan yang akurat dan terkini. 
Berdasarkan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 9 Tahun 2009 Tentang 
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dalam penjelasan umum, 
menjelaskan bahwa Kartu Tanda Penduduk, yang selanjutnya disingkat KTP adalah 
identitas resmi penduduk sebagai bukti dari yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana 
yang berlaku diseluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Diharapkan 
aparat pemerintah di seluruh Indonesia melaksanakan pelayanan publik dengan baik 
sesuai apa yang diharapkan oleh mayarakat. Masih banyak yang harus di koreksi 
dari pelayanan publik di Indonesia ini dan tidak menutup kemungkinan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil menjadi salah satu organisasi pemerintah yang 
menjadi pelaksana pembuatan E-KTP. Tentunya pembuatan E-KTP ini berlaku bagi 
semua warga yang terdata sebagai penduduk wilayah kota Makassar. Pada Dinas 




Salah satu kasus mengenai program E-KTP yang ditulis oleh 
Sulawesi.bisnis.com, 16 Juli 2016, “Katanya satu bulan baru jadi, padahal kami 
sudah menunggu lama. Alasannya, tidak ada material dan hanya didata dulu, urus 
hari ini bulan depan baru diambil," keluh Ardiansyah di Makassar, Sulawesi Selatan. 
Dia mengaku telah mengurus ke kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Makassar, kemudian diminta balik lagi pada Senin depan karena jaringan internet 
sedang bermasalah. 
Kasus yang kedua mengenai program E-KTP yang ditulis oleh 
Sulawesi.bisnis.com, 16 Juli 2016, Zabur mengungkapkan kecewa atas birokrasi 
yang berlangsung di kantor Dukcapil tersebut. Dia merasa dipersulit dalam hal 
mengurus KTP dan surat keterangan pembatalan pindah domisili. "Tadinya saya 
mau urus E-KTP disana pada hari Kamis lalu, saya rela menunggu hampir dua jam 
itupun berkas pengurusan tidak dipedulikan petugas, beruntung dengan sigap teman 
membawanya ke tempat foto KTP.Saat hendak di foto, katanya tidak bisa masuk di 
sistem."Sementara Kepala Dukcapil Kota Makassar Nielma Palamba mengakui 
adanya keterlambatan pencetakan e-KTP yang diperkirakan sebulan, bahkan bisa 
lebih dari itu. Dia berdalih marterial dan blanko di tingkat pusat masih dalam proses 
tender (Sulawesi.bisnis.com, Makassar, Minggu 16 Juli 2016, 12:16 WIB) 
Berdasarkan informasi diatas pelaksanaan pembuatan e-KTP belum sesuai 
dengan harapan masyarakat maupun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar. Terdapat beberapa permasalahan dalam pelayanan pembuatan e-
KTP diantaranyapengurusan e-KTP memakan waktu yang lama, prosedur yang 
5 
 
berbelit-belit, rendahnya sikap kedisiplinan pegawai seperti pegawai yang tidak 
berada ditempat saat jam kerja. 
Permasalahan lain mengenai belum terselesaikannya target perekaman KTP 
Elektronik sampai saat ini. Sejauh ini yang baru melakukan perekaman sekitar 45 
ribuan orang dalam waktu tiga minggu. Untuk jumlah secara keseluruhan masih ada 
sekitar 200 ribuan belum masuk yang punya KTP ganda, meninggal dunia, dan 
pindah tempat tinggal tapi masih terdaftar. Dengan jumlah penduduk Makassar 
mencapai 1,3 juta jiwa lebih. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih banyak 
masyarakat yang belum melaksanakan perekaman KTP. Hal tersebut secara tidak 
langsung akan mempengaruhi kualitas pelayanan yang dberikan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar kepada masyarakat. 
(makassar.antaranews.com) 
Kendala lain yaitu terkait sarana dan prasarana yang belum memadai baik 
sarana operasional, fasilitas fisik serta prasarana pendukung lainnya. Seperti 
bandwith atau kuota internet terbatas, blanko yang kurang sehingga e-KTP lambat 
dicetak, kurang memadainya tempat menunggu untuk masyarakat yang 
akanmelakukan pelayanan. 
 Berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
meneliti mengenai, “Kualitas Pelayanan E-KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan 




I.2 Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah pada penelitian ini dalam bentuk pertanyaan 
penelitian sebagai berikut, yaitu “Bagaimana kualitas pelayanan e-KTP di Kantor 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar?” 
I.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis kualitas pelayanan e-
KTP di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dari aspek: 
1. Sumber Daya Manusia 
2. Prosedur Pelayanan 
3. Sarana dan Prasarana 
I.4 Manfaat Penelitian 
Beberapa manfaat yang diharapkan peneliti dari adanya penelitian ini adalah 
: 
1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan media informasi 
khususnya untuk administrator agar dapat menciptakan pelayanan publik 
yang berkualitas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 
menjadi sumbangan data empiris bagi pembangunan ilmu pengetahuan 
terutama bidang ilmu administrasi publik. 
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan  
masukan/evaluasi, khususnya di Kantor Dinas Kependudukan dan 






III.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 
kuantitatif untuk mengolah data-data yang diperoleh dari lokasi penelitian, dimana 
data kuantitatif menurut Sugiyono (2006:14) merupakan data yang berbentuk angka 
atau data kualitatif yang diangkakan. Pendekatan kuantitatif adalah pencarian 
data/informasi dari realitas permasalahan yang ada dengan mengacu pada 
pembuktian konsep/teori yang digunakan. 
III.2 Lokasi Penelitian 
Penelitian diadakan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota 
Makassar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karena fakta bahwa organisasi ini 
merupakan penyedia berbagai layanan administrasi yang sangat mendasar dan 
urgen, sehingga dibutuhkan oleh setiap lapisan masyarakat kota Makassar. Dimana 
salah satu jenis layanannya adalah penerbitan E-KTP. 
III.3 Tipe Penelitian 
 Tipe penelitian yang digunakan adalah tipe deskriptif yang dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti, 
menginterpretasikan serta menjelaskan data secara sistematis. Dasar penelitian ini 
adalah survey, yaitu pembagian kuesioner kepada responden yang berisi 




III.4 Populasi dan Sampel 
Populasi  
Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang mendapatkan 
pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar. 
Dalam hal ini dimana rata-rata masyarakat yang mendapatkan pelayanan E-KTP 
dalam satu bulan sebanyak 3.300 orang perbulan. 
Sampel  
Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi 
tersebut sehingga dapat mewakili populasinya. Metode Pengambilan sampel dalam 
penelitian ini adalah menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan 
metode memilih sampel dimana peneliti sebelumnya telah menentukan kriteria 
responden yang harus diambil. Kriteria yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 
responden yang haruslah masyarakat yang mengurus E-KTP. Agar sampel dalam 
penelitian ini dapat mewakili populasi maka dapat ditentukan jumlah sampel yang 
dihitung dengan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut : 
n   = Jumlah sampel  
N   = Jumlah populasi (dalam penelitian ini diambil populasi 3.300 orang)  
e = Error level (tingkat kesalahan) 
(catatan umumnya digunakan 1% atau 0,01% atau 0,05 10% atau 0,1) 
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Jadi : 𝑛 =
𝑁




1+(3300 𝑥  0,12)
= 97,05 
Jadi jumlah sampel dalam penelitian ini yaitu 97,05 dibulatkan jadi 97 
responden. 
III.5 Jenis dan Sumber Data 
1. Data primer 
Data yang diperoleh langsung dari lapangan atau data yang bersumber dari 
responden, yang diperoleh melalui  penyebaran kuesioner. 
2. Data sekunder 
Dilakukan melalui pengumpulan data yang diperoleh secara relevan melalui 
dokumen, responden atau bahan tertulis lainnya yang berhubungan dengan 
penelitian ini. 
III.6 Teknik Pengumpulan Data 
Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara : 
1. Kuesioner 
Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan mempergunakan daftar 
pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya, kemudian dibagikan kepada setiap 
responden untuk diisi atau dijawab. Dalam penelitian ini kuesioner yang berisikan 
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pertanyaan-pertanyaan tertulis yang isinya disusun berdasarkan pada sub-sub 
variabel penelitian beserta indikator-indikatornya yang disebarkan kepada 
responden untuk diisi, sehingga diharapkan data-data yang dikumpulkan nantinya 
relevan dengan pokok permasalahan dan hasilnya akan diolah dalam tabel 
frekuensi. 
2. Observasi  
Observasi adalah kegiatan pengamatan terhadap obyek peneliti untuk 
memperoleh keterangan data yang akurat mengenai hal-hal yang diteliti serta untuk 
mengetahui relevansi antara jawaban responden dengan pelayanan di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil kota Makassar. 
3. Telaah Dokumen 
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 
sekunder yang diperoleh dari dokumen dan sumber-sumber data sekunder lainnya 
yang dapat mendukung data-data primer yang diperoleh melalui kuesioner dan 
wawancara. 
III.7 Teknik Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan adalah dalam pembuatan tabel 
distribusi frekuensi ditetapkan klasifikasi jawaban sebanyak empat kelas, dengan 
menggunakan skala likert. Untuk keperluan analisis secara kuantitatif maka 
jawaban-jawaban responden diberi skor : 
a. Jawaban sangat baik diberi bobot 4 
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b. Jawaban baik diberi bobot 3 
c. Jawaban kurang baik diberi bobot 2 
d. Jawaban tidak baik diberi bobot 1 
Jawaban responden tersebut disajikan dalam bentuk tabel tunggal melalui 
perhitungan distribusi frekuensi dan presentasi. Untuk menghitung presentasi yang 






P : Pesentase 
F : Frekuensi 
N : Jumlah Responden 
 Secara kuantitatif, deskripsi data didasarkan pada perhitungan frekuensi 
terhadap skor setiap alternatif jawaban angket, sehingga diperoleh persentase dan 
skor rata-rata jawaban responden dari masing-masing variabel, dimensi dan 
indikator dengan rentang penafsiran sebagai berikut : 
Rentang   Penafsiran 
1,00 – 1,75   Tidak Baik/ Tidak Berkualitas 
1,76 – 2,51   Kurang Baik/Kurang Berkualitas 
2,52 – 3,27   Baik/Berkualitas 
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3,28 – 4,00   Sangat Baik/Sangat Berkualitas 
 Selain itu dalam menganalisa data-data, digunakan analisa rata-rata untuk 
mengetahui rata-rata jawaban responden pada setiap kategori pertanyaan dengan 
bantuan tabel frekuensi dan analisa presentase (Singarimbung dan Effendi, 1995). 
Dengan rumus : 
X = ∑ (F.X) 
 N 
Dimana : 
X = Rata-rata 
∑ (F.X) = Jumlah skor kategori jawaban 
N = Jumlah responden 
 Rata Persen =   Rata-rata skor  X 100 








III.8 Definisi Operasional 
Untuk mengetahui tingkat kualitas pelayanan digunakan teori Payne,yaitu : 
1. Dimensi sumber daya manusia ditandai dengan pengetahuan serta 
keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas serta sikap yang baik dari 
pegawai sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada 
masyarakat selaku pengguna layanan. Indikator yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu : 
a. Kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam menjawab pertanyaan 
masyarakat terkait pembuatan E-KTP 
b. Keterampilan pegawai dalam melayani pembuatan E-KTP 
c. Kesopanan dan keramahan pegawai  
2. Dimensi Proses Pelayanan meliputi : 
a. Waktu penyelesaian E-KTP (kesesuaian janji layanan) 
b. Kejelasan prosedur pembuatan E-KTP 
c. Kedisiplinan pegawai dalam pelayanan pembuatan E-KTP 
d. Beban biaya 
3. Dimensi Sarana dan Prasarana ditandai dengan penyediaan seluruh peralatan 
dan kelengkapan kantor yang digunakan untuk mendukung pelayanan meliputi 
kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana dengan indikator : 
a. Kondisi sarana dan prasarana seperti ruang tunggu,toilet, dan sarana parkir 
b. Jumlah fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan seperti komputer, alat 
perekaman, dan alat pencetak 




HASIL DAN PEMBAHASAN 
V.1 Kualitas Pelayanan 
Untuk melihat kualitas pelayanan di Kantor Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar, penulis menggunakan tiga indikator sesuai dengan 
teori yang dikemukakan oleh Payne yaitu Sumber Daya Manusia, Proses 
Pelayanan, Sarana dan Prasarana. Besarnya kualitas pelayanan terhadap masing-
masing indikator ditetapkan dalam bentuk persentase dari jawaban yang diberikan 
dari tiap-tiap indikator, dapat dilihat dari tabel-tabel berikut ini : 
V.1.1 Dimensi Sumber Daya Manusia 
Dimensi sumber daya manusia berkenaan dengan pengetahuan serta 
keterampilan pegawai dalam menjalankan tugas serta sikap yang baik dari pegawai 
sehingga dapat menimbulkan kepercayaan dan keyakinan kepada masyarakat 
selaku pengguna layanan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
d. Kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam menjawab pertanyaan 
masyarakat terkait pembuatan E-KTP 
e. Keterampilan pegawai dalam melayani pembuatan E-KTP 
f. Pegawai bersikap ramah dan sopan 





Tanggapan responden tentang pengetahuan pegawai dalam menjawab pertanyaan 
masyarakat terkait pembuatan E-KTP 
 
 
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa dari 97 responden sebagian besar 
menyatakan bahwa pegawai memiliki pengetahuan yang baik dalam menjawab 
pertanyaan masyarakat mengenai pembuatan E-KTP yaitu sebanyak 92 orang 
(94,84%). Hal ini disebabkan karena pegawai dapat dengan segera memberi 
tanggapan dan menjawab pertanyaan dari masyarakat serta memberikan penjelasan 
terkait pembuatan E-KTP. Pegawai harus mampu menanamkan kepercayaan pada 
pelanggan dalam hal ini masyarakat yang membutuhkan pelayanan serta 
menunujukkan jaminan pengetahuan saat memberikan pelayanan. 
Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pegawai dalam 












1. Sangat Tahu 4 5 20 5,15 
2. Tahu 3 92 276 94,84 
3. Kurang Tahu 2 0 0 0 
4. Tidak Tahu 1 0 0 0 
Total 97 296 100 










Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas dijelaskan bahwa dari 97 responden hampir seluruh 
reponden menjawab keterampilan pegawai yang melayani pembuatan E-KTP dalam 
menjalankan tugas adalah baik yaitu sebanyak 96 responden (98,96%) 
Untuk menunjang kelancaran pelayanan pembuatan E-KTP diperlukan 
pegawai yang memiliki kemampuan yang handal dan keterampilan atau dengan kata 
lain didukung dengan kemampuan yang yang dapat diandalkan dan konsisten dalam 
menjalankan tugas secara profesional. 
Sesuai data pegawai, tingkat pendidikan pegawai negeri sipil sudah sangat 
baik karena kebanyakan lulusan sarjana, memang masih ada juga yang hanya 
lulusan SMA namun itu tidak menjadi penghambat dalam melakukan pelayanan. 
Tetapi tingkat pendidikan yang tinggi jika tidak dibarengi keterampilan yang cukup 
juga tidak akan dapat meningkatkan kualitas pelayanan. 








1. Sangat Baik 4 1 4 1,03 
2. Baik 3 96 288 98,96 
3. Kurang Baik 2 0 0 0 
4. Tidak Baik 1 0 0 0 
Total 97 292 100 
Rata-rata skor 3,01 
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Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa keterampilan pegawai 
dalam menjalankan tugas sudah baik (berkualitas), dengan rata-rata skor 3,01. 
Tabel V.3 






Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Tabel diatas menunujukkan sebagian besar responden yaitu sebanyak 85 
orang (87,63%) menjawab bahwa pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan 
Sipil Kota Makassar sudah berlaku sopan dan ramah dalam memberikan pelayanan 
pembuatan E-KTP kepada masyarakat, yakni melayani dengan senyuman kemudian 
ramah dalam pelayanan dan tutur kata yang baik kepada masyarakat.  
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pegawai sopan dan 
ramah dalam melayani masyarakat, dengan rata-rata skor 3,04. Pegawai haruslah 
memiliki kemampuan untuk memahami dan mengerti keinginan masyarakat. 
Kesopanan dalam memberikan pelayanan menjadi hal yang penting karena dengan 
demikian masyarakat dapat memberikan nilai yang baik kepada pegawai. 
 








1. Sangat Sopan 4 8 32 8,24 
2. Sopan 3 85 255 87,63 
3. Kurang Sopan 2 4 8 4,12 
4. Tidak Sopan 1 0 0 0 
Total 97 295 100 




Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi Sumber Daya Manusia 
No. Tanggapan Responden Rata-rata Skor 
1. 
Kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam menjawab 
pertanyaan masyarakat terkait pembuatan E-KTP 
2,84 
2. Keterampilan pegawai dalam melayani pembuatan E-KTP 3,01 
3. Kesopanan dan keramahan pegawai 3,04 
 Total  8,89 
 Rata-rata (x) : 3 2,96 
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Berdasarkan data diatas yang merupakan rekapitulasi dari ketiga poin dari 
dimensi Sumber Daya Manusia maka dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari 
skor rata-rata sebesar 2,96. Untuk indikator pertama yaitu pengetahuan pegawai 
dalam menjawab pertanyaan masyarakat terkait pembuatan E-KTP mendapatkan 
nilai 2,84 atau kategori baik, hal ini disebabkan karena pegawai memiliki 
pengetahuan yang baik dalam menjawab pertanyaan masyarakat, sedangkan 
indikator keterampilan pegawai dalam melayani pembuatan E-KTP  mendapatkan 
nilai 3,01 atau kategori baik dan indikator kesopanan dan keramahan pegawai 
memperoleh nilai 3,04 atau kategori sopan dan ramah karena pegawai dalam hal ini 
melayani dengan penuh sopan santun, ramah dan tutur kata yang baik kepada 
masyarakat. 
V.1.2 Dimensi Proses Pelayanan 
Dimensi proses pelayanan berkaitan dengan seluruh kegiatan kerja suatu 
organisasi yang meliputi prosedur, tugas-tugas, dan mekanisme rutin dimana 
19 
 
pelayanan diselenggarakan bagi kepada masyarakat. Dalam upaya untuk 
mengetahui kualitas Pelayanan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar dapat diukur berdasarkan indikator : 
a. Waktu Penyelesaian E-KTP (kesesuaian janji layanan) 
b. Kejelasan prosedur pembuatan E-KTP 
c. Kedisiplinan pegawai dalam pelayanan pembuatan E-KTP 
d. Beban biaya 
Tabel V.5 
Tanggapan responden mengenai waktu penyelesaian E-KTP (kesesuaian janji 
layanan) 
 
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Dari tabel diatas diketahui bahwa sebagian besar responden menyatakan 
bahwa waktu pelayanan kurang sesuai. Adapun alasan responden menjawab 
kurang sesuai dikarenakan pegawai tidak memberikan kepastian mengenai jangka 
waktu penyelesaian E-KTP dan hanya diberikan surat keterangan pengganti. Dan 
berdasarkan keterangan pegawai membenarkan bahwa ada beberapa kendala yang 
dialami sehingga terjadi keterlambatan penerbitan E-KTP seperti blanko yang 








1. Sangat Sesuai 4 4 16 4,12 
2. Sesuai 3 40 120 41,23 
3. Kurang Sesuai 2 52 104 53,61 
4. Tidak Sesuai 1 1 1 1,03 
Total 97 241 100 
Rata-rata skor 2,48 
20 
 
terbatas, alat pencetak terbatas, dan terkadang terjadi gangguan jaringan internet 
yang menghambat pekerjaan. 
Sesuai standar operasional prosedur yang ada di Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil Kota Makassar, pengurusan dokumen E-KTP  bisa mencapai 14 hari, 
namun ada yang bisa langsung diproses bila persyaratan lengkap dan dalam sehari 
bisa diselesaikan, ada pula yang harus menunggu. Seringkali pegawai mengabaikan 
sikap melayani yang baik, dan tidak mampu memenuhi target untuk memberikan 
pelayanan tepat waktu. Hal tersebut yang menjadikan penilaian masyarakat kurang 
baik. Janji yang diberikan harus ditepati sehingga kualitas pelayanan bisa terpenuhi. 
Berdasarkan uraian diatas diperoleh informasi bahwa masyarakat belum 
puas dengan waktu penyelesaian E-KTP karena tidak adanya kepastian waktu 
penyelesaian.  
Tabel V.6 






Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 








1. Sangat Jelas 4 10 40 10,30 
2. Jelas 3 84 252 86,60 
3. Kurang Jelas 2 3 6 3,09 
4. Tidak Jelas 1 0 0 0 
Total 97 298 100 
Rata-rata skor 3,07 
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Tabel diatas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menjawab 
prosedur pelayanan pembuatan E-KTP telah jelas. Berdasarkan hasil observasi, di 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar telah terpasang banner atau 
poster yang menginformasikan tentang syarat-syarat dan kelengkapan berkas yang 
harus disediakan oleh masyarakat yang membuat E-KTP dan juga informasi-
informasi penunjang lainnya. 
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa kejelasan dan kemudahan 
prosedur pelayanan sudah baik dengan rata-rata skor 3,07. 
Dalam pemberian pelayanan hendaknya prosedur yang ada dibuat 
sesederhana mungkin. Kesederhanaan yang di maksud disini yaitu bahwa prosedur 
atau tata cara pelayanan yang ada diselenggarakan secara mudah, lancar, cepat, 
tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat 
yang mnerima pelayanan. Adanya prosedur tidak dimaksudkan untuk mempersulit 
atau bahkan menghambat pelaksanaan pelayanan. Prosedur yang sederhana 
tentunya akan mempermudah segala kegiatan pelaksanaan pelayanan guna 

















          Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa sebanyak 86 responden 
(88,66%) menilai pegawai sudah disiplin. Meskipun masih terdapat responden yang 
merasa pegawai kurang disiplin disebabkan karena terkadang beberapa pegawai 
tidak berada ditempat saat jam kerja dan terkadang sedikit mengabaikan tugas 
dengan mengobrol sesama pegawai, hal itu membuat sebagian masyarakat merasa 
kesal terhadap pelayanan pembuatan E-KTP, akan tetapi secara keseluruhan 
pegawai tetap melaksanakan tugasnya dengan baik. 
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa pegawai sudah disiplin 














1. Sangat Disiplin 4 5 20 5,15 
2. Disiplin 3 86 258 88,66 
3. Kurang Disiplin 2 6 12 6,18 
4. Tidak Disiplin 1 0 0 0 
Total 97 290 100 










                                      
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Tabel diatas menunjukkan bahwa responden menilai biaya pelayanan sudah 
baik. Sebagian besar responden menjawab bahwa tidak ada biaya dalam 
pembuatan E-KTP. Hal ini diperjelas dengan keterangan salah satu pegawai yang 
mengatakan dalam pembuatan dan penerbitan E-KTP tidak dikenakan biaya 
sepeserpun (gratis) hal ini sesuai dengan SOP dan peraturan perundangan yang 
berlaku. 













1. Sangat Baik 4 30 120 30,93 
2. Baik 3 67 201 69,07 
3. Kurang Baik 2 0 0 0 
4. Tidak Baik 1 0 0 0 
Total 97 321 100 




Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi Proses Pelayanan 
No. Tanggapan Responden Rata-rata Skor 
1. Waktu Penyelesaian (kesesuaian janji layanan) 2,48 
2. Kejelasan prosedur pembuatan E-KTP 3,07 
3. Kedisiplinan pegawai dalam pelayanan E-KTP 2,98 
4. Beban biaya  3,30 
 Total  11,83 
 Rata-rata (x) : 4 2,95 
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Berdasarkan data diatas yang merupakan rekapitulasi dari keempat poin dari 
dimensi Proses Pelayanan maka kualitas pelayanannya dapat dikatakan baik, hal ini 
dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 2,95.  
Dari keempat indikator dimensi Proses Pelayanan , secara umum 
menunjukkan kualitas baik. Meski demikian, masih perlu dilakukan pembenahan 
pada aspek waktu penyelesaian pembuatan E-KTP hal ini disebabkan karena 
masyarakat masih mengeluhkan tentang waktu penyelesaian E-KTP yang tidak 
pasti. Selain itu kedisiplinan pegawai juga perlu ditingkatkan demi kelancaran proses 
pelayanan. 
V.1.3 Dimensi Sarana dan Prasarana 
Dalam pelaksanaan pelayanan pada masyarakat, keberadaan sarana dan 
prasarana memegang peran yang penting. Sarana disini berkaitan dengan fasilitas-
fasilitas yang dapat dipakai sebagai alat meliputi peralatan kantor yang digunakan 
25 
 
dalam proses pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP). Sedangkan 
prasarana berkaitan dengan fasilitas penunjang seperti gedung/ruangan. 
Sarana dan prasarana merupakan pendukung dalam pemberian pelayanan 
kepada masyarakat. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai baik dari 
segi kuantitas dan kualitas akan mendukung efisiensi dan efektifitas kerja. Indikator 
yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 
a. Kondisi fasilitas seperti ruang tunggu, toilet, dan sarana parkir 
b. Jumlah fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan seperti komputer, alat 
perekaman 
c. Lokasi gedung/kantor 
Tabel V.10 
Tanggapan responden mengenai kondisi sarana dan prasarana 






Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Tabel diatas memperlihatkan bahwa para responden sebagian besar 
menyatakan sarana dan prasarana kurang memadai. Terdapat 60 responden 
(61,85%) yang merasa sarana dan prasarana kurang memadai. Hal ini disebabkan 
karena kondisi ruang tunggu yang kurang memadai sehingga masyarakat harus 








1. Sangat Memadai 4 2 8 2,06 
2. Memadai 3 33 99 34,02 
3. Kurang Memadai 2 60 120 61,85 
4. Tidak Memadai 1 2 2 2,06 
Total 97 229 100 
Rata-rata skor 2,36 
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berdiri atau menunggu diluar ruangan karena kursi kurang cukup, ini kadang 
dianggap sepele namun sangat penting dalam memenuhi harapan masyarakat akan 
kepuasan terhadap pelayanan. Selain itu lahan parkir yang sempit serta kebersihan 
toilet yang kurang terjaga menjadi faktor yang menyebabkan beberapa responden 
menjawab kurang memadai. 
Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki tugas dan fungsi melayani 
masyarakat sudah selayaknya Dinas Kependudukan mampu menyediakan sarana 
dan prasarana pendukung pelayanan yang bisa memenuhi harapan masyarakat. 
Sarana dan prasarana yang baik seperti ruang tunggu yang nyaman, toilet yang 
bersih, dan parkir yang luas akan membuat masyarakat senang berurusan di Dinas 
kependudukan. 
Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi sarana dan prasarana kurang 
memadai. 
Tabel V.11 







Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 








1. Sangat Sesuai 4 3 12 3,09 
2. Sesuai 3 80 240 82,47 
3. Kurang Sesuai 2 14 28 14,43 
4. Tidak Sesuai 1 0 0 0 
Total 97 280 100 
Rata-rata skor 2,88 
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Dari tabel diatas dapat kita ketahui bahwa sebagian besar responden 
menyatakan bahwa jumlah fasillitas kerja sesuai dengan kebutuhan. Namun 
beberapa responden menjawab jumlah fasilitas tidak sesuai dengan kebutuhan hal 
ini disebabkan karena alat perekaman dan alat pencetak terbatas tidak sebanding 
dengan banyaknya masyarakat yang mengurus E-KTP.  
Memang fasilitas kerja seperti komputer, alat perekaman dan alat pencetak 
sangatlah dibutuhkan dalam pelayanan pembuatan E-KTP. Selain untuk 
memudahkan dan mempercepat pengurusan dan penerbitan E-KTP juga untuk 
menertibkan data masyarakat dalam server sehingga lebih tertib, valid, dan 
terpercaya. 
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa jumlah fasilitas kerja 
sesuai dengan kebutuhan dengan rata-rata skor 2,88.  
Tabel V.12 







Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 








1. Sangat Strategis 4 3 12 3,09 
2. Strategis 3 42 126 43,29 
3. Kurang Strategis 2 51 102 52,58 
4. Tidak Strategis 1 1 1 1,03 
Total 97 241 100 
Rata-rata skor 2,48 
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Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 
lokasi kantor kurang strategis. Hal ini disebabkan karena lokasi kantor cukup jauh 
dan berada di ujung kota Makassar, selain itu tidak ada petunjuk arah yang 
menunjukkan lokasi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar. 
Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh peneliti dan menurut 
tanggapan beberapa responden letak kantor tidak strategis karena tidak berada 
dipusat kota Makassar. 
Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa lokasi kantor kurang 
strategis. 
Tabel V.13 
Rekapitulasi tanggapan responden mengenai dimensi Sarana dan Prasarana 
No. Tanggapan Responden Rata-rata Skor 
1. 
Kondisi fasilitas seperti ruang tunggu,toilet, dan sarana 
parker 
2,36 
2. Jumlah fasilitas kerja sesuai dengan kebutuhan  2,88 
3. Lokasi kantor 2,48 
 Total  7,72 
 Rata-rata (x) : 3 2,57 
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Pada dimensi sarana dan prasarana dari ketiga indikator secara umum dapat 
dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari skor rata-rata sebesar 2,51. Namun pada 
indikator pertama dan ketiga yaitu kondisi fasilitas kerja dan lokasi kantor 
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menunjukkan bahwa indikator ini masih perlu dibenahi dimana kondisi fasilitas kerja 
belum sepenuhnya memadai seperti ruang tunggu yang kurang memadai, toilet yang 
kurang bersih, dan lahan parkir yang sempit. Sementara itu lokasi kantor yang 
terbilang jauh dari pusat kota sehingga masyarakat membutuhkan waktu yang lama 
untuk menuju ke lokasi kantor. 
Berikut ini rekapitulasi keseluruhan dari 3 dimensi kualitas pelayanan untuk 
mengukur Kualitas Pelayanan E-KTP di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
Kota Makassar yang terdiri dari dimensi dumber daya manusia, proses pelayanan, 
dan sarana dan prasarana 
Tabel V.14 
Rekapitulasi ketiga dimensi kualitas pelayanan 
O
No. 
Dimensi        Rata-rata Kategori 
1 Sumber Daya Manusia 2,96 Baik 
2 Proses Pelayanan 2,95 Baik 
3 Sarana dan Prasarana 2,57 Baik 
 Rata-rata 2,82  
Sumber Data : Olahan Hasil Kuesioner Tahun 2016 
Berdasarkan tabel diatas menunjukkan kualitas pelayanan Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah berjalan baik, hal ini dapat 
dilihat dengan rata-rata skor penilaian pada ketiga dimensi yaitu sumber daya 







Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas di bab sebelumnya, maka 
penulis menarik kesimpulan bahwa kualitas pelayanan E-KTP di Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar sudah “berkualitas” namun belum 
maksimal dikarenakan masih terdapat sejumlah aspek yang masih perlu diperbaiki. 
Hal ini dapat dilihat dari tiga dimensi yang penulis gunakan untuk mengukur kualitas 
pelayanan, yaitu : 
1. Dimensi Sumber Daya Manusia  
Berdasarkan hasil penelitian kualitas pelayanan E-KTP pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dilihat dari segi sumber daya 
manusia berada pada kategori baik dengan skor rata-rata sebesar 2,96. 
Kemampuan dan pengetahuan pegawai dalam menjawab pertanyaan masyarakat 
sudah cukup baik, keterampilan pegawai dalam memberikan layanan mendapat 
respon baik dari masyarakat, dan pegawai bersikap ramah dan sopan dalam 
melayani. Semua poin pelayanan dari dimensi Sumber Daya Manusia mendapat 





2. Dimensi Proses Pelayanan 
Jika ditinjau dari dimensi proses pelayanan kualitas pelayanan E-KTP pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar berada pada kategori baik 
dengan skor rata-rata sebesar 2,95. Meskipun demikian masyarakat masih 
mengeluhkan dalam hal ketepatan waktu penyelesaian dan kedisiplinan pegawai. 
3. Dimensi Sarana dan Prasarana 
Kualitas pelayanan E-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar dilihat dari segi sarana dan prasaranaberada pada kategori baik dengan 
skor rata-rata sebesar 2,71. Adapun hal yang masih banyak dikeluhkan masyarakat 
yaitu fasilitas kerja yang belum memadai seperti ruang tunggu dan lahan parkir yang 
sempit serta lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang 
terbilang jauh. 
VI.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai berikut : 
1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar diharapkan bisa 
meningkat kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama dalam ketepatan waktu 
penyelesaian E-KTP. Mengingat lokasi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 
Makassar yang terbilang jauh, maka sangat disarankan pihak Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil mampu menyelesaikan E-KTP tepat waktu, sehingga masyarakat 
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tidak perlu mengalami kerugian dalam hal waktu, biaya dan tenaga karena harus 
berkali-kali mengecek E-KTP nya sudah selesai atau tidak. 
2. Demi meningkatkan kecepatan pelayanan, pihak Dinas Kependudukan 
dan Catatan Sipil Kota Makassar diharapkan lebih memperhatikan dan 
meningkatkan sarana maupun prasarana penunjang pelayanan pembuatan E-KTP 
seperti perbaikan jaringan internet, mesin pencetak (print), allat perekaman karena 
faktor tersebut yang juga sering menghambat proses layanan sehingga 
mengakibatkan ketidakjelasan waktu penyelesian. Selain itu demi kepuasaan 
Masyarakat (pemohon), diharapkan pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil 
mampu meningkatkan kualitas ruang tunggu, agar menjadi nyaman dan memadai 
bagi seluruh pemohon. 
3. Demi kelancaran proses pelayanan, sangat diharapkan bagi pegawai 
untuk meningkatkan kedisiplinan. Disiplin terhadap peraturan, terutama mengenai 
jam masuk dan jam kerja. Untuk meningkatkan kedisiplinan pegawai dapat dengan 
sistem reward dan punishment,yaitu meningkatkan motivasi pegawai untuk bekerja 
dengan memberikan penghargaan dan hukuman yang adil dan sesuai.  
4.Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya 
kepemilikan E-KTP bagimereka, hendaknya pihak Dinas Kependudukan dan 
Catatan Sipil sering melakukan sosialisasi dan publikasi tentang manfaat E-KTP, 
termasuk syarat, prosedur, dan biaya pelayanannya. Sebab, salah satu penyebab 
masih banyaknya masyarakat yang belum melakukan perekaman E-KTP adalah 
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